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Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah yang memberikan hasil tetap 
didapatkan dari pembiayaan yang berakad jual beli dan sewa menyewa. 
Sementara pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap didapatkan dari 
pembiayaan yang berakad bagi hasil. Berdasarkan dua hal tersebut, maka 
produk pembiayaan di bank syariah akan memberikan risiko yang berbeda 
antara akad yang satu dengan akad yang lainnya, sehingga dengan demikian 
manajemen resiko pembiayaan di bank syariah sangat berkaitan dengan risiko 
karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter berkaitan dengan hal-hal 
yang berkaitan dengan karakter nasabah.Sementara risiko proyek berkaitan 
dengan karakter proyek yang dibiayai. Risiko karakter nasabah dapat dilihat 
dari aspek : skill, reputasi, dan origin. Sementara resiko proyek yang dibiayai 
dapat dilihat dari ciri-ciri atau atribut proyek. Ciri-ciri atau atribut proyek yang 
harus diperhatikan untuk meminimalkan resiko adalah : sistem informasi 
akuntansi, tingkat return proyek, tingkat resiko proyek, biaya pengawasan, 
kepastian hasil dari proyek, klausul kesepakatan proyek, jangka waktu kontrak, 
arus kas perusahaan jaminan yang disediakan, tingkat kesehatan proyek dan 
prospek proyek. 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan perbankan syariah 
mengalami pertumbuhan yang pesat 
khususnya sepanjang tiga dekade terakhir 
ini, baik di dunia internasional maupun di 
Indonesia. Pada era modern ini, perbankan 
syariah telah menjadi fenomena global, 
termasuk di negara-negara yang tidak 
berpenduduk mayoritas muslim. Berikut 
kami sampaikan tulisan bersambung 
mengenai manajemen resiko untuk 
perbankan Syariah. Manajemen risiko 
merupakan unsur penting yang 
penerapannya sangat perlu diperhatikan, 
khususnya pada Bank sebagai salah satu 
lembaga keuangan (financial institution). 
Bank Syariah sudah pasti telah 
memperhitungkan risiko-risiko ini sebelum 
produk tersebut disampaikan kepada 
masyarakat.Masyarakat tidak perlu 
khawatir pula, karena dalam pelaksanaan 
operasionalnya, seluruh bank syariah 
diawasi. Lembaga-lembaga pengawasan 
yang memastikan setiap bank syariah dapat 
mengendalikan risiko dengan baik antara 
lain Dewan Komisaris, Dewan Pengawas 
Syariah, Bank Indonesia, dan Lembaga 
Penjamin Simpanan. 
Peran Dewan Pengawas Syariah Dewan 
Pengawas Syari’ah (DPS) memiliki peran 
penting dan strategis dalam penerapan 
prinsip syariah di perbankan syariah.DPS 
bidang 
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bertanggung jawab untuk memastikan 
semua produk dan prosedur bank syariah 
sesuai dengan prinsip syariah. Karena 
pentingnya peran DPS tersebut, maka dua 
Undang-Undang di Indonesia 
mencantumkan keharusan adanya DPS 
tersebut di perusahaan syariah dan 
lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-
Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan 
demikian secara yuridis, DPS di lembaga 
perbankan menduduki posisi yang kuat, 
karena keberadaannya sangat penting dan 
strategis.Berdasarkan kedua Undang-
Undang tersebut kedudukan DPS sudah 
jelas dan mantap serta sangat menentukan 
pengembangan bank syariah dan 
perusahaan syariah di masa kini dan masa 
mendatang. 
Fungsi dan peran DPS di bank syariah, 
memiliki relevansi yang kuat dengan 
manajemen risiko perbankan syariah, yakni 
risiko reputasi, yang selanjutnya berdampak 
pada risiko lainnya seperti risiko likuiditas. 
Pelanggaran syariah complience yang 
dibiarkan atau luput dari pengawasan DPS, 
akan merusak citra dan kredibilitas bank 
syariah di mata masyarakat, sehingga dapat 
menurunkan kepercayaan masyarakat 
kepada bank syariah bersangkutan. Untuk 
itulah peran DPS di bank syariah harus 
benar-benar dioptimalkan, kualifikasi 
menjadi DPS harus diperketat, dan 
formalisasi perannya harus diwujudkan di 
bank syariah tersebut. 
Kewajiban entitas syariah dalam 
melaksanakan Risk Management sangat 
diperlukan melihat sangat besarnya 
persaingan didunia perbankan sendiri di 
Indonesia.Risk Management sendiri dapat 
digunakan sebagai gambaran untuk 
meramalkan apa yang akan terjadi dimasa 
depan serta dapat pula digunakan sebagai 
rencana pelaksanaan operasional 
perbankan itu sendiri. 
Risiko yang dihadapi perbankan syariah 
merupakan risiko yang relatif sama sama 
dengan yang dihadapi bank konvensional. 
Namun selain itu, bank syariah juga 
menghadapi risiko yang memiliki keunikan 
tersendiri, karena harus mengikuti prinsip-
prinsip syariah.Risiko kredit, risiko pasar, 
risiko operasional dan risiko likuiditas harus 
dihadapi bank syariah.Risiko unik ini muncul 
karena isi neraca bank syariah berbeda 
dengan bank konvensional. Dalam hal ini 
pola bagi hasil yang dilakukan bank syari’ah 
menambah kemungkinan munculnya risiko-
risiko lain. Seperti withdrawal risk, fiduciary 
risk, dan displaced commercial risk 
merupakan contoh risiko unik yang harus 
dihadapi bank syariah. 
KAJIAN PUSTAKA 
1. Entitas Syariah  
a. BUS (Bank Umum Syariah) 
 
Bank umum syariah adalah bank yang 
dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan 
usaha sesuai dengan prinsip syariah dan 
melaksanakan kegiatan lalu lintas 
pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip 
hokum islam dalam kegiatan perbankan 
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 
fatwa di bidang syariah. Banu umum syariah 
disebut juga dengan full branch, karena 
tidak dibawah koordinasi bank 
konvensional.Akan tetapi aktivitas secara 
pelaporannya terpisah dengan induk bank. 
Dengan demikian, dalam hal kewajiban 
memberikan pelaporan kepada pihak lain 
seperti, Bank Indonesia, Dirjen Pajak, dan 
lembaga lain yang terpisah. 
Kegiatan bank umum syariah secara garis 
besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi 
utama yaitu : 
1. Penghimpunan dana pihak ketiga atau 
dana masyarakat; 
2. Penyaluran dana pihak kepada pihak 
yang membutuhkan; 
3. Pelayanan jasa bank. 
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b. UUS (Unit Usaha Syariah)  
 
Unit usaha syariah merupaka unit yang 
dibentuk oleh bank konvensional, akan 
tetapi dalam aktivitasnya menjalankan 
kegiatan perbankan berdasarkan prinsip 
syariah. Serta melaksanakan kegiatan lalu 
lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha 
syariah sama dengan aktivitas yang 
dilakukan oelh bank umum syariah. Unit 
usaha syariah tidak memiliki akta pendirian 
secara terpisah dari induk bank 
konvensional.Akan tetapi merupakan divisi 
tersendiri atau cabang tersendiri yang 
khusus melakukan transaksi perbankan 
sesuai syariah.Seperti BII syariah, Bank 
Permata Syariah, dan CIMB Niaga Syariah. 
Ketika akan mendirikan unit usaha syariah, 
biaya yang dibutuhkan mencapai 1/10 T, 
menempuh waktu kurang lebih 15 tahun 
harus menjadi bank umum syariah dan 
biayanya mencapai 500 Miliar, kemudian 
10 tahun harus mempunyai dana 1 T. 
c. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)  
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah 
bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 
lalu lintas pembayaran.Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah tidak dapat melaksanakan 
transaksi lalu lintas pembayaran atau 
transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada 
umumnya terbatas pada penghimpunan dan 
penyaluran dana saja. 
Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
tergantung wilayahnya, jika wilayahnya di 
jabodetabek maka biaya pendirianyya 
sebesar Rp. 2.000.000.000, dan jika diluar 
jabodetabek dan pembangunannya di 
daerah provinsi maka biaya pendiriannya 
mencapai Rp. 1.000.000.000, dan apabila 
di dirikan di daerah pedesaan biaya 
pendirian yang dikeluarkan sebesar Rp. 
500.000.000. 
2. Jenis-Jenis Entitas Syariah 
a. Bank Syariah 
 
Perbankan syariah adalah suatu sistem 
perbankan yang dikembangkan 
berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha 
pembentukan sistem ini didasari oleh 
larangan dalam agama islam untuk 
memungut maupun meminjam dengan 
bunga atau yang disebut dengan riba serta 
larangan investasi untuk usaha-usaha yang 
dikategorikan haram (misal: usaha yang 
berkaitan dengan produksi makanan/
minuman haram) dimana hal ini tidak dapat 
dijamin oleh sistem perbankan 
konvensional. 
Batasan-batasan bank syariah yang harus 
menjalankan kegiatannya berdasar pada 
syariat Islam, menyebabkan bank syariah 
harus menerapkan prinsip-prinsip yang 
sejalan dan tidak bertentangan dengan 
syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank 
syariah adalah sebagai berikut : 
1.  Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-
Wadiah)  
Al-Wadiah dapat diartikan sebagai 
titipan murni dari satu pihak ke pihak 
lain, baik individu maupun badan 
hukum, yang harus dijaga dan 
dikembalikan kapan saja ketika si 
penitip menghendaki (Syafi’I Antonio, 
2001).  
2.  Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)  
Sistem ini adalah suatu sistem yang 
meliputi tata cara pembagian hasil 
usaha antara penyedia dana dengan 
pengelola dana. Prinsip Jual Beli (Al-
Tijarah)  
3. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)  
Al-ijarah adalah akad pemindahan hak 
guna atas barang atau jasa, melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 
dengan pemindahan hak kepemilikan 
atas barang itu sendiri.Al-ijarah terbagi 
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kepada dua jenis: (1) Ijarah, sewa 
murni. (2) ijarah al muntahiya bit 
tamlik merupakan penggabungan sewa 
dan beli, dimana si penyewa 
mempunyai hak untuk memiliki barang 
pada akhir masa sewa.  
4. Prinsip Jasa (Fee-Based Service)  
Prinsip ini meliputi seluruh layanan 
non-pembiayaan yang diberikan bank.  
b. Pegadaian Syariah  
 
Gadai dalam fiqh diebut Rahn, yang 
menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan 
jaminan.Menurut beberapa 
mazhab, Rahn berarti perjanjian 
penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan 
sebagai pembayar hak piutang tersebut, 
baik seluruhnya maupun sebagian. 
Penyerahan jaminan tersebut tidak harus 
bersifat actual (berwujud), namun yang 
terlebih penting penyerahan itu bersifat 
legal misalnya berupa penyerahan sertifikat 
atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu 
harta jaminan. Menurut mahab Syafi’i dan 
Hambali, harta yang dijadikan jaminan 
tersebut tidak termasuk manfaatnya. 
Gadai syariah adalah produk jasa berupa 
pemberian  pinjaman menggunakan  sistem 
gadai dengan berlandaskan pada prinsip-
prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak 
menentukan tarif jasa dari besarnya uang 
pinjaman. Perusahaan Umum Pegadaian 
adalah satu-satunya badan usaha di 
Indonesia yang secara resmi mempunyai 
izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga 
keuangan berupa pembiayaan dalam 
bentuk penyaluran  dana ke 
masyarakat  atas dasar hukum gadai seperti 
dimaksud dalm Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata pasal 1150 di atas. Tugas 
pokoknya adalah memberikan pinjaman 
kepada masyarakat atas dasar hukum gadai 
agar masyarakat tidak dirugikan oleh 
kegiatan lembaga keuangan informal yang 
cenderung memanfaatkan kebutuhan dana 
mendesak dari masyarakat.  
Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan 
atas dua akad transaksi syariah, yaitu : 
1. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah 
menahan harta milik si peminjam 
sebagai jaminan atas pinjaman yang 
diterimanya, pihak yang menahan 
memperoleh jaminan untuk mengambil 
kembali seluruh atau sebagian 
piutangnya. 
2. Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak 
guna atas barang dan atau jasa melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan atas 
barangnya sendiri. 
 
Dari landasan Syariah tersebut maka 
mekanisme operasional Pegadaian Syariah 
dapat digambarkan sebagai berikut : 
Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan 
barang bergerak dan kemudian Pegadaian 
menyimpan dan merawatnya di tempat yang 
telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat 
yang timbul dari proses penyimpanan 
adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi 
nilai investasi tempat penyimpanan, biaya 
perawatan dan keseluruhan proses 
kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi 
Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada 
nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh 
kedua belah pihak. 
Pegadaian Syariah akan memperoleh 
keutungan hanya dari bea sewa tempat 
yang dipungut bukan tambahan berupa 
bunga atau sewa modal yang 
diperhitungkan dari uang pinjaman.. 
Sehingga di sini dapat dikatakan proses 
pinjam meminjam uang hanya sebagai 
“lipstick” yang akan menarik minat 
konsumen untuk menyimpan barangnya di 
Pegadaian. Produk-produk pegadaian 
syraiah antara lain : 
1. Ar-rahn (gadai syariah) adalah produk 
jasa gadai yang berlandaskan pada 
prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah 
hanya akan dipungut biaya asministrasi 
dan ijaroh (biaya jasa simpan dan 
pemeliharaan barang jaminan). 
2. Mulia (murabahah logam mulia untuk 
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investasi abadi) adalah penjualan logam 
mulia oleh pegadaian kepada 
masyarakat secara tunai, dan agunan 
dengan jangka waktu fleksibel. 
3. Penaksirannilai barang Jasa ini diberikan 
bagi mereka yang menginginkan 
informasi tentang taksiran barang yang 
berupa emas, perak dan berlian. Biaya 
yang dikenakan adalah ongkos 
penaksiran barang. 
4. Penitipan barang (ijaroh) 
5. Barang yang dapat dititipkan antara lain : 
sertifikat motor, tanah, ijazah. Pegadaian 
akan mengenakan biaya penitipan bagi 
nasabahnya Ar-Ruum atau gadai untuk 
pembiayaan usaha kelompok mikro kecil 
dan menengah (UMKM). 
 
Dari uraian ini dapat dicermati perbedaan 
yang cukup mendasar dari teknik transaksi 
Pegadaian Syariah dibandingkan dengan 
Pegadaian konvensional, yaitu : 
1. Di Pegadaian konvensional, tambahan 
yang harus dibayar oleh nasabah yang 
disebut sebagai sewa modal, dihitung 
dari nilai pinjaman.  
2. Pegadaian konvensional hanya 
melakukan satu akad perjanjian : hutang 
piutang dengan jaminan barang bergerak 
yang jika ditinjau dari aspek hukum 
konvensional, keberadaan barang 
jaminan dalam gadai bersifat acessoir, 
sehingga Pegadaian konvensional bisa 
tidak melakukan penahanan barang 
jaminan atau dengan kata lain 
melakukan praktik fidusia. Berbeda 
dengan Pegadaian syariah yang 
mensyaratkan secara mutlak 
keberadaan barang jaminan untuk 
membenarkan penarikan bea jasa 
simpan. 
 
c. Pasar Modal Syariah  
Pasar Modal Syariah dapat diartikan 
sebagai pasar modal yang menerapkan 
prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan 
transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal 
yang dilarang seperti: riba, perjudian, 
spekulasi dan lain-lain. 
Produk-produk pasar modal syariah antara 
lain : 
1.  Saham Syariah 
Saham merupakan surat berharga yang 
merepresentasikan penyertaan modal 
kedalam suatu perusahaan. Sementara 
dalam prinsip syariah, penyertaan modal 
dilakukan pada perusahaan-perusahaan 
yang tidak melanggar prinsip-prinsip 
syariah, seperti bidang perjudian, riba, 
memproduksi barang yang diharamkan 
seperti bir, dan lain-lain. 
Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan 
modal secara syariah tidak diwujudkan 
dalam bentuk saham syariah maupun 
non-syariah, melainkan berupa 
pembentukan indeks saham yang 
memenuhi prinsip-prinisp syariah. Dalam 
hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat 
Jakarta Islamic Indeks (JII) yang 
merupakan 30 saham yang memenuhi 
kriteria syariah yang ditetapkan Dewan 
Syariah Nasional (DSN). Indeks JII 
dipersiapkan oleh PT Bursa Efek 
Indonesia (BEI) bersama dengan PT 
Danareksa Invesment Management 
(DIM). 
Jakarta Islamic Index dimaksudkan 
untuk digunakan sebagai tolak ukur 
(benchmark) untuk mengukur kinerja 
suatu investasi pada saham dengan 
basis syariah. Melalui index ini 
diharapkan dapat meningkatkan 
kepercayaan investor untuk 
mengembangkan investasi dalam modal 
secara syariah. Jakarta Islamic Index 
terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih 
dari saham-saham yang sesuai dengan 
Syariah Islam. Penentuan kriteria 
pemilihan saham dalam Jakarta Islamic 
Index melibatkan pihak Dewan 
Pengawas Syariah PT Danareksa 
Invesment Management. 
Saham-saham yang masuk dalam Indeks 
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Syariah adalah emiten yang kegiatan 
usahanya tidak bertentangan dengan 
syariah seperti: 
a. Usaha perjudian dan permainan yang 
tergolong judi atau perdagangan yang 
dilarang. 
b. Usaha lembaga keuangan 
konvensional (ribawi) termasuk 
perbankan dan asuransi 
konvensional. 
c. Usaha yang memproduksi, 
mendistribusi serta 
memperdagangkan makanan dan 
minuman yang tergolong haram. 
d. Usaha yang memproduksi, 
mendistribusi dan/atau menyediakan 
barang-barang ataupun jasa yang 
merusak moral dan bersifat mudarat.  
 
Selain kriteria diatas, dalam proses 
pemilihan saham yang masuk JII Bursa 
Efek Indonesia melakukan tahap-tahap 
pemilihan yang juga mempertimbangkan 
aspek likuiditas dan kondisi keuangan 
emiten, yaitu: 
a. Memilih kumpulan saham dengan 
jenis usaha utama yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah 
dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan 
(kecuali termasuk dalam 10 
kapitalisasi besar). 
b. Memilih saham berdasarkan laporan 
keuangan tahunan atau tengah tahun 
berakhir yang meiliki rasio Kewajiban 
terhadap Aktiva maksimal sebesar 
90%. 
c. Memilih 60 saham dari susunan 
saham diatas berdasarkan urutan 
rata-rata kapitalisasi pasar (market 
capitalization) terbesar selama satu 
tahun terakhir. 
d. Memilih 30 saham dengan urutan 
berdasarkan tingkat likuiditas rata-
rata nilai perdagangan reguler 
selama satu tahun terakhir. 
Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan 
sekali dengan penentuan komponen 
index pada awal bulan Januari dan Juli 
setiap tahunnya. Sedangkan perubahan 
pada jenis usaha emiten akan 
dimonitoring secara terus menerus 
berdasarkan data-data publik yang 
tersedia. 
 
2. Obligasi Syariah 
Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah 
Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, 
"Obligasi Syariah adalah suatu surat 
berharga jangka panjang berdasarkan 
prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten 
kepada pemegang Obligasi Syari’ah yang 
mewajibkan Emiten untuk membayar 
pendapatan kepada pemegang Obligasi 
Syari’ah berupa bagi hasil/margin/fee, 
serta membayar kembali dana obligasi 
pada saat jatuh tempo". 
Tidak semua emiten dapat menerbitkan 
obligasi syariah. Untuk menerbitkan 
Obligasi Syariah, beberapa persyaratan 
berikut harus dipenuhi: 
1. Aktivitas utama (core business) yang 
halal, tidak bertentangan dengan 
substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/
IV/2001. Fatwa tsb menjelaskan 
bahwa jenis kegiatan usaha yg 
bertentangan dengan syariah Islam 
diantaranya: (i) usaha perjudian dan 
permainan yang tergolong judi atau 
perdagangan yang dilarang; (ii) usaha 
lembaga keuangan konvensional 
(ribawi), termasuk perbankan dan 
asuransi konvensional; (iii) usaha yg 
memproduksi, mendistribusi, serta 
memperdagangkan makanan dan 
minuman haram; (iv) usaha yg 
memproduksi, mendistribusi, dan 
atau menyediakan barang2 ataupun 
jasa yg merusak moral dan bersifat 
mudarat. 
2. Peringkat investment grade: (i) 
memiliki fundamental usaha yg kuat; 
(ii) memiliki fundamental keuangan 
yg kuat; (iii) memiliki citra yg baik bagi 
publik. 
3. Keuntungan tambahan jika termasuk 
dalam komponen JII.  
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Di Indonesia terdapat 2 skema obligasi 
syariah yaitu obligasi syariah 
mudharabah dan obligasi syariah 
ijarah.Obligasi Syariah Mudharabah 
merupakan obligasi syariah yang 
menggunakan akad bagi hasil 
sedemikian sehingga pendapatan yang 
diperoleh investor atas obligasi tersebut 
diperoleh setelah mengetahui 
pendapatan emiten. Obligasi Syariah 
Ijarah merupakan obligasi syariah yang 
menggunakan akad sewa sedemikian 
sehingga kupon (fee ijarah) bersifat 
tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan 
sejak awal obligasi diterbitkan. 
 
c.  Reksa Dana Syariah 
Reksa Dana Syariah merupakan Reksa 
Dana yang mengalokasikan seluruh 
dana/portofolio kedalam instrument 
syariah seperti saham-saham yang 
tergabung dalam Jakarta Islamic Indeks 
(JII), obligasi syariah, dan berbagai 
instrument keuangan syariah lainnya. 
Pangsa pasar reksa dana syariah saat ini 
makin menunjukkan pertumbuhan yang 
menjanjikan. Sejak dari kegiatan 
perbankan dan investasi syariah yang 
baru muncul beberapa tahun 
belakangan, pertumbuhan reksa dana 
syariah terus mengalami kenaikan. 
jumlah tersebut diproyeksi akan terus 
meningkat dengan makin banyaknya 
investor yang kini mulai melirik 
berinvestasi di reksa dana syariah yang 
dianggap lebih menguntungkan. 
 
d. Sukuk  
Sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu 
sak (tunggal) dan sukuk (jamak) yang 
memiliki arti mirip dengan sertifikat atau 
note. Dalam pemahaman praktisnya, 
sukuk merupakan bukti (claim) 
kepemilikan. Sementara itu, menurut 
fatwa Majelis Ulama Indonesia No 32/
DSN-MUI/IX/2002 sukuk adalah suatu 
surat berharga jangka panjang 
berdasarkan prinsip syariah yang 
dikeluarkan emiten kepada pemegang 
obligasi syariah. Sukuk mewajibkan 
emiten untuk membayar pendapatan 
kepada pemegang obligasi syariah 
berupa bagi hasil margin/fee, serta 
membayar kembali dana obligasi pada 
saat jatuh tempo.  
Sedangkan menurut Accounting and 
Auditing Organization for Islamic 
Financ ia l  Inst i tut ions (AAOIFI ) 
berpendapat lain mengenai arti sukuk. 
Menurut organisasi tersebut, sukuk 
adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai 
yang direpresentasikan setelah 
penutupan pendaftaran, bukti terima 
nilai sertifikat, dan menggunakannya 
sesuai rencana. Sama halnya dengan 
bagian dan kepemilikan atas aset yang 
jelas, barang, atau jasa, atau modal dari 
suatu proyek tertentu atau modal dari 
suatu aktivitas inventasi tertentu 
Sukuk ritel negara merupakan sukuk 
yang dikeluarkan oleh pemerintah dan 
ditujukan bagi individu warga negara 
Indonesia. Meski sukuk memiliki 
pengertian yang sama dengan obligasi 
konvensional, tetapi sukuk memiliki 
perbedaan mendasar. Jika obligasi 
konvensional tidak mengharuskan 
adanya aset yang menjamin (underlying 
asset), sukuk harus memiliki underlying 
asset yang jelas sebagai penjamin. 
Instrumen ini pun dijamin oleh 
pemerintah dan bebas risiko gagal bayar 
atau tidak dibayar pemerintah. Sukuk 
ritel mulai ditawarkan pada 30 Januari 
hingga 20 Februari 2009 dengan harga 
Rp 1 juta per unit. Individu dapat 
membeli sukuk ritel tersebut minimal Rp 
5 juta melalui 13 agen penjualan yang 
ditunjuk oleh pemerintah. Di antaranya 
adalah Bank Syariah Mandiri, Bank 
Mandiri, BNI Sekuritas, CIMB-GK 
Securities Indonesia, Citibank, HSBC, 
Reliance Sekuritas, Trimegah Securities, 
Andalan Artha Advisindo Sekuritas, 
Anugerah Securindo Indah, Bahana 
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Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan 
Bank Internasional Indonesia.  
e. Koperasi Syariah 
Koperasi Syariah merupakan sebuah 
konversi dari koperasi konvensional 
melalui pendekatan yang sesuai dengan 
syariat Islam dan peneladanan ekonomi 
yang dilakukan Rasulullah dan para 
sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi 
Syariah menggunakan konsep Syirkah 
Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang 
didirikan secara bersama-sama oleh dua 
orang atau lebih, masing-masing 
memberikan kontribusi dana dalam porsi 
yang sama besar dan berpartisipasi 
dalam kerja dengan bobot yang sama 
pula. Masing-masing partner saling 
menanggung satu sama lain dalam hak 
dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan 
salah seorang memasukan modal yang 
lebih besar dan memperoleh keuntungan 
yang lebih besar pula dibanding dengan 
partner lainnya. 
Azas usaha Koperasi Syariah 
berdasarkan konsep gotong royong, dan 
tidak dimonopoli oleh salah seorang 
pemilik modal. Begitu pula dalam hal 
keuntungan yang diperoleh maupun 
kerugian yang diderita harus dibagi 
secara sama dan proporsional. 
Penekanan manajemen usaha dilakukan 
secara musyawarah (Syuro) sesama 
anggota dalam Rapat Anggota Tahunan 
(RAT) dengan melibatkan seluruhnya 
potensi anggota yang dimilikinya. 
Kelahiran Koperasi Syariah di Indonesia 
dilandasi oleh Kepututsan Menteri 
(Kepmen) Nomor 91/Kep/M.KUKM/
IX/2004 tanggal 10 September 2004 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 




Menurut Fahmi (2010;2) manajemen resiko 
adalah suatu bidang ilmu yang membahas 
tentang bagaimana suatu organisasi 
menerapkan ukuran dalam memetakan 
berbagai permasalahan yang ada dengan 
menempatkan berbagai pendekatan 
manajemen secara komprehensif dan 
sistematis. 
Menurut  D johanput ro  (2008;43) 
manajemen resiko merupakan proses 
terstruktur dan sistematis dalam 
mengidentifikasi, mengukur, memetakan, 
mengembangkan alternatif penanganan 
resiko, dan memonitor dan mengendalikan 
penanganan resiko. 
Menurut  Djo josoedarso (2003;4) 
manajemen risiko adalah pelaksanaan 
fungs i - fungs i  manajemen da lam 
penanggulangan resiko, terutama resiko 
yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, 
keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup 
kegiatan merencanakan, mengorganisir, 
menyusun, memimpin/mengkordinir, dan 
mengawasi (termasuk mengevaluasi) 
program penanggulangan resiko. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat 
disimpulkan bahwa manajemen risiko atau 
risk management adalah cara yang 
sistematis dalam memandang sebuah 
resiko dan menentukan dengan tepat 
penanganan resiko tersebut. 
Jenis-Jenis Risk Management 
 
Risio-risiko perbankan pada umumnya 
dibandingkan dengan bank syariah, 
mengacu pada Bab II pasal 4 butir 1 PBI No. 
5/8/PBI/2003 antara lain sebagai berikut: 
1.  Risiko Kredit (credit risk) 
Adalah risiko yang timbul sebagai akibat 
kegagalan pihak memenuhi 
kewajibannya. Pada bank umum, 
pembiayaan disebut pinjaman, 
sementara di bank syariah disebut 
pembiayaan, sedangkan untuk balas 
jasa yang diberikan atau diterima pada 
bank umum berupa bunga (interest loan 
atau deposit) dalam persentase yang 
sudah ditentukan sebelumnya. Pada 
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bank syariah, tingkat balas jasa terukur 
oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain 
itu, persyaratan pengajuan kredit pada 
perbankan syariah lebih ketat dari 
perbankan konvensional sehingga risiko 
kredit dari perbankan syariah lebih kecil 
dari perbankan konvensional. 
Oleh sebab itu pada sisi kredit, dalam 
aturan syariah, bank bertindak sebagai 
penjual, sementara nasabah sebagai 
pembeli murabahah.Dengan demikian 
debitor yang dinilai tidak cacat hukum 
dan kegiatan usahanya berjalan baik 
akan mendapat prioritas. Oleh sebab itu, 
risiko bank syariah sebetulnya lebih kecil 
dibanding bank konvensional. Bank 
syariah tidak akan mengalami negative 
spread, karena dari dana yang 
dikucurkan untuk pembiayaan akan 
diperoleh pendapatan, bukan bunga 
seperti di bank biasa. 
2.  Risiko Pasar 
Risiko yang timbul karena adanya 
pergerakan variabel pasar dari portofolio 
yang dimiliki oleh bank, yang dapat 
merugikan bank. Variabel pasar antara 
lain adalah suku bunga dan nilai tukar. 
Pada perbankan syariah tidak terdapat 
risiko pasar dikarenakan perbankan 
syariah tidak melandaskan 
operasionalnya berdasar risiko pasar. 
 
3.  Risiko Likuiditas 
Risiko antara lain disebabkan bank tidak 
mampu memenuhi kewajiban yang telah 
jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber 
utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan 
liabilitas.Apabila bank menahan aset 
seperti surat-surat berharga yang dapat 
dijual untuk memenuhi kebutuhan 
dananya, maka resiko likuiditasnya bisa 
lebih rendah. Sementara menahan aset 
dalam bentuk surat- surat berharga 
membatasi pendapatan, karena tidak 
dapat memperoleh tingkat penghasilan 
yang lebih tinggi dibandingkan 
pembiayaan. 
Faktor kuncinya adalah bank tidak dapat 
leluasa memaksimumkan pendapatan 
karena adanya desakan kebutuhan 
likuiditas.Oleh karena itu bank harus 
memperhatikan jumlah likuiditas yang 
tepat. Terlalu banyak likuiditas akan 
mengorbankan tingkat pendapatan dan 
terlalu sedikit akan berpotensi untuk 
meminjam dana dengan harga yang 
tidak dapat diketahui sebelumnya, yang 
akan berakibat meningkatnya biaya dan 
akhirnya menurunkan profitabilitas. 
Pada bank syariah, dana nasabah 
dikelola dalam bentuk titipan maupun 
investasi. Cara titipan dan investasi jelas 
berbeda dengan deposito pada bank 
konvensional  d imana deposito 
merupakan upaya mem-bungakan uang. 
Konsep dana titipan berarti kapan saja si 
nasabah membutuhkan, maka bank 
syariah harus dapat memenuhinya, 
akibatnya dana titipan menjadi sangat 
likuid. Likuiditas yang tinggi inilah 
membuat dana titipan kurang memenuhi 
s ya ra t  sua tu  investas i  yang 
membutuhkan pengendapan dana. 
Karena pengendapan dananya tidak 
lama alias cuma titipan maka bank boleh 
saja tidak memberikan imbal hasil. 
Sedangkan jika dana nasabah tersebut 
diinvestasikan, maka karena konsep 
investasi  adalah usaha yang 
menanggung risiko, artinya setiap 
kesempatan untuk memperoleh 
keuntungan dar i  usaha yang 
dilaksanakan, di dalamnya terdapat pula 
risiko untuk menerima kerugian, maka 
antara nasabah dan banknya sama-
sama saling berbagi baik keuntungan 
maupun risiko. 
4.  Resiko Operasional (operational risk) 
Menurut definisi Basle Committe, resiko 
operasional adalah resiko akibat dari 
kurangnya sistem informasi atau sistem 
pengawasan internal yang akan 
menghasilkan kerugian yang tidak 
diharapkan. Resiko ini lebih dekat 
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dengan keasalahan manusiawi (human 
error), adanya ketidakcukupan dan atau 
tidak berfungsinya proses internal, 
kegagalan sistem atau adanya problem 
eksternal yang mempengaruhi 
operasional bank.Tidak ada perbedaan 
yang cukup signifikan antara bank 
syariah dan bank konvensional terkait 
dengan risiko operasional. 
 
5.  Risiko Hukum 
Risiko yang disebabkan oleh adanya 
kelemahan aspek yuridis. Kelemahan 
aspek yuridis antara lain disebabkan 
adanya tuntutan hukum, ketiadaan 
peraturan perundang-undangan yang 
mendukung atau lemahnya perikatan 
seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya 
kontrak. Tidak ada perbedaan yang 
cukup signifikan antara bank syariah dan 
bank konvensional terkait dengan risiko 
hukum. 
 
6.  Risiko Reputasi 
Risiko yang antara lain disebabkan oleh 
adanya publikasi negatif yang terkait 
dengan usaha bank atau persepsi 
negatif terhadap bank. Tidak ada 
perbedaan yang cukup signifikan antara 
bank syariah dan bank konvensional 
terkait dengan risiko reputasi. 
 
7.  Risiko Stratejik 
Risiko yang antara lain disebabkan 
adanya penetapan dan pelaksanaan 
strategi bank yang tidak tepat, 
pengambilan keputusan bisnis yang 
tidak tepat atau kurang responsifnya 
bank terhadap perubahan eksternal. 
Tidak ada perbedaan yang cukup 
signifikan antara bank syariah dan bank 
konvensional terkait dengan risiko 
stratejik. 
 
8.  Risiko Kepatuhan 
Risiko yang disebabkan bank tidak 
memenuhi atau tidak melaksanakan 
peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan lain yang berlaku. Tidak ada 
perbedaan yang cukup signifikan antara 
bank syariah dan bank konvensional 





Kewajiban Entitas Syariah Melakukan Risk 
Management 
 
Entitas syariah merupakan lembaga yang 
sedang beranjak maju pada dewasa ini, 
dengan berkembangnya hal tersebut maka 
perlu adanya risk management guna 
mengawasi dan memberikan gambaran 
resiko yang akan terjadi kedepannya. 
Lingkungan kerja sangat berpengaruh 
dalam risk management yang diterapkan, 
baik lingkungan internal maupun eksternal. 
Risiko-risiko tersebut dapat dihindari, tetapi 
dapat pula dikelola atau dikendalikan.Oleh 
karena itu, entitas syariah memerlukan 
serangkaian prosedur dan metodelogi yang 
dapat digunakan untuk mengidentifikasi, 
mengukur, memantau, dan mengendalikan 
risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang 
dilakukan. 
Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, 
pengukuran, pemantauan, dan 
pengendalian risiko memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Pemetaan Risiko Bisnis  
 
Bank mengembangkan pemetaan risiko 
usaha (business risk mapping) untuk 
mengidentifikasi risiko utama yang 
mengancam perusahaan. Alat ini membantu 
bank untuk mengetahui dan menentukan 
tempat dimana risiko berada.Manajemen 
harus mengkuantifikasi magnitude dari 
risiko dan mengukur potensi dampaknya. 
Ada nbeberapa cara yang umum dilakukan, 
yaitu: 
 
 Membuat daftar berbagai risiko yang 
ada, dengan mengelompokkannya ke 
dalam sebuah kuadran tergantung tinggi-
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rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, 
dan dapat berdampak kepada rugi yang 
besar atau kecil. 
 Membuat peta yang menyajikan kaji9an 
perbandingan antara Risiko Kredit, 
Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan 
Risiko Operasional yang dihadapi Bank. 
Dengan membandingkan risiko pada 
sebuah matriks antara dampak dan 
frekuensinya, manajemen akan dapat 
melihat gambaran menyeluruh dari 
semua risiko berikut keterkaitannya satu 
sama lain. Beberapa sumber informasi 
awal dapat diperoleh dari: 
 Environmental scan yaitu sumber 
informasi untuk mengevaluasi politik, 
ekonomi, sosial, budaya, hokum, dan 
lain sebagainya. 
 Dokumen keuangan seperti proyeksi 
anggaran (RKAP), laporan keuangan, 
dan dokumen-dokumen keuangan 
lain sebagai sumber informasi awal 
untuk melakukan analisis. 
 Dokumen legal seperti kontrak-
kontrak, ketentuan hokum dan 
peraturan yang ada hubungannya 
dengan kegiatan usaha sebagai 
sumber yang penting untuk dikaji. 
 Hasil inspeksi di lapangan (on-site 
inspection) seperti hasil pemeriksaan 
yang dilakukan SKAI, merupakan 
sumber informasi yang sangat baik, 
dan bahkan sebagaim fitur berkala 
dari proses Manajemen Risiko yang 
berkelanjutan. 
 Hasil Wawancara, seperti hasil 
penilaian kinerja pegawai atau 
wawancara langsung dengan para 
pegawai. 
 Analisis statistic seperti perkembangan 
kualitas aktiva produktif (KAP), tren 
komposisi simpanan dana pihak ketiga 
(DPK), tingkat dan tren kegagalan 
system, kerugian yang terjadi, dan 
sumber Risiko Operasional lainnya. Data 
seperti ini biasanya tersedia secara 
internal. 
 Benchmarking/best practices, alat 
Manajemen Risiko yang juga dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi dan 
mengukur tindak pengendalian risiko. 
 Jasa konsultasi yang memahami Risiko 
dan merupakan sumber informasi 
mengenai klasifikasi Risiko. 
 
2.  Alat Modeling 
 
Alat modeling ini akan memudahkan para 
manajer untuk mengelola ketidakpastian. 
Analisis scenario dan model proyeksi 
merupakan model yang paling sering 
digunakan. Beberapa contoh diantaranya 
adalah: 
 Pemakaian analisis scenario untuk 
melihat rentang kemungkinan dan 
mempertimbangkan perubahan yang 
mungkin terabaikan. Skenario ini dapat 
diterapkan dalam menyiapkan 
contingency plan (untuk likuiditas 
maupun EDP). 
 Menggunakan analisis statistic dan 
teknik Value at Risk (VaR) untuk 
mengestimasi variasi kerugian yang 
mungkin terjadi di masa datang. Potensi 
rugi ini diproyeksikan kedalam arus kas 
yang akan datang atau laba, termasuk 
dalam analisis sensivitas, stress testing 
(sebagai pelengkap pengukuran risiko 
suku bungs untuk melihat dampak 
terburuk), dan berbagai simulasi lain. 
 Model keuangan untuk mensimulasi 
berbagai Risiko keuangan dn dampak 
dari berbagai scenario pada portofolio 
kredit dan modal. 
 Mengantisipasi bencana yang akan 
mengganggu kelangsungan usaha, 
misalnya karena kelalaian atau bencana 
alam, system pengolahan data tidak 
berfungsi. Back-up data dan latihan (drill) 
menghadapi keadan darurat secara 
berkala akan dapat mengantisipasi 
apabila hal tersebut terjadi. 
 Menilai Risiko teknis selama 
pembangunan produk baru dengan cara 
mengidentifikasi sedini mungkin potensi 
adanya kesalahan dalam proses 
pembangunmannya.  
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3. Teknik mengidentifikasi dan menilai 
risiko  
 
Kelompok teknik ini akan membantu 
Manajemen dalam hal menetapkan focus/
memberikan perhatian dan mengakomodasi 
seluruh kegiatan pengelolaan 
Risiko.Beberapa diantaranya yang lazim 
digunakan adalah: 
 Brainstorming groups. Pejabat atau 
pegawai dari berbagai Satuan Kerja 
berkumpul untuk mendiskusikan atau 
menyatakan pendapat (brainstorm) atas 
sebuah atau beberapa isu. 
 Workshop. Bank sebaiknya mulai 
memfasilitasi workshop yang focus pada 
Risiko yang akn menolonh pegawai 
untuk menetapkan dan memprioritaskan 
tujuan, mengidentifikasikan, dan 
menilkai Risiko. 
 Questionnaires. Satuan Kerja 
Operasional diperlengkapi dengan 
kuesioner yang berisi tujuan dan risiko 
yang mungkin timbul. 
 Self–assessment. Para manajer 
melakukan self-assessmant, dengan 
bantuan dari SKAI, Divisi Keuangan dan 
control, atau dari akuntan luar. 
 Filters. Risiko dikaji terhadap beberapa 
filter seperti dampak yang tidak besar, 
Risiko yang terkaendali, rendahnya 
tingkat kemungkinan terjadi, dan lain-
lain. 
 Assessment matrix. Matrik ini 
mencangkup seperangkat pertanyaan 
yang meliputi elemem-elemen dari 
Manajemen Risiko dan pengendalian 
intern. Termasuk didalamnya, best 
practices. 
 Risk identification templates. Satuan 
Kerja mendapatkan template yang akan 
membimbing mereka untuk 
mengidentifikasi dan mengkaji Risiko 
mulai saat mereka merencanakan dan 
menjalankan proses. 
 “Bottom up” risk assessments. Satuan 
Kerja mengidentifikasi dan menilai 
Risiko. Hasilnya diakumulasi di tingkat 
pusat. 
 Value at Risk (VaR) model and worst 
case model. Model ini digunakan untuk 
menilai Risiko dengan cara 
mengestimasi potensi rugi terhadap nilai 
sebuah posisi atau portofolio dalam satu 
jangka waktu tertentu berdasarkan 
factor-faktor yang ada di pasar. 
 Prioritizing risks. Risiko akan 
ditempatkan atau diatasi berdasarkan 
jenjang (rank) masing-masing.  
 
4.  Peran Internet/Intranet  
Pemakaian Internet/Intranet semakin 
meningkat dalam mengelola Risiko. Alat ini 
digunakan untuk mempromosikan 
kewaspadaan dan pengelolaan Risiko, 
untuk mendapatkan informasi mengenai 
Risiko untuk area tertentu, berkomunikasi 
dengan pegawai, berbagai informasi 
mengenai Manajemen Risiko dengan Bank 
lain, dan mengkomunikasikan tujuan 
Manajemen Risiko Bank kepada publik. 
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Risk management dapat digunakan sebagai 
alat untuk menganalisis risiko yang akan 
terjadi, baik dari risiko dari internal ataupun 
risiko dari luar. Risiko memang akan terjadi 
tetapi dengan manajemen risiko tentunya 
memberikan kita kesempatan untuk lebih 
mempersiapkan apa saja yang akan 
dilakukan jika risiko itu ada. 
Entitas syariah merupakan lembaga yang 
sedang beranjak maju pada dewasa ini, 
dengan berkembangnya hal tersebut maka 
perlu adanya risk management guna 
mengawasi dan memberikan gambaran 
resiko yang akan terjadi kedepannya. 
Lingkungan kerja sangat berpengaruh 
dalam risk management yang diterapkan, 
baik lingkungan internal maupun eksternal. 
Proses identifikasi, pengukuran, 
pemantauan, dan pengendalian risiko 
memperhatikan hal-hal berikut : 
1. Pemetaan risiko 
2. Alat modeling 
3. Teknik mengidentifikasi 
4. Menilai risiko 
5. Peran internet 
 
Dengan adanya risiko manajemen, pihak 
manajemen internal mampu mengawasi 
masalah yang akan datang dengan 
persiapan yang matang dan dapat 
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